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A B S T RA K  

Yuniarti (2023): Impelentasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait 

Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang. 

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Kota Padang 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi 

Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang. Dalam Peraturan Kota Padang Nomor 9 

Tahun 2017 disebutkan bahwasannya ada 8 fungsi Rukun Tetangga (RT). 

Meskipun didalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maupun 

Pemerintahan Desa lembaga Rukun Tangga tidak termasuk kedalam sistem 

pemerintahan, tetapi realitanya lembaga Rukun Tetangga tersebut sangat penting 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan 

Koto Lalang, dan faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang 

untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian 

ini adalah Hukum Sosiologis sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. 

Lokasi penelitian dilakukan di Ketua RT Kelurahan Koto Lalang Sumatera Barat, 

kemudian populasi dalam penelitian ini sebanyak 2339 dan sampel penelitian 

sebanyak 59.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implemantasi Peraturan Kota 

Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

Terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang belum terlaksanakan dengan 

baik dan optimal. Karena ada beberapa Ketua RT tidak mengetahui Peraturan 

Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang itu sendiri. Sehingga dalam 

penerapannya dilapangan masih kurang baik dan optimal. Fungsi yang sangat 

kurang pelaksanaannya yaitu melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan 

administrasi pemerintahan lainnya, menjaga kerukunan antar tetangga, 

memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka 

meningkatkan ketentraman dan ketertiban, menampung dan mengusulkan aspirasi 

warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT, dan 

membantu sosialisasi program-program pemerintah daerah kepada masyarakat di 

wilayah kerja RT. Dengan tidak terlaksananya fungsi tersebut ada faktor 

penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi Ketua RT, kurangnya informasi dan 

sosialisasi antara Ketua RT dengan Masyarakat di sekitar, tidak adanya waktu 

yang banyak Ketua RT di dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani 

warga pada saat warga berurusan secara langsung. 

 

Keywords : Fungsi Ketua RT, Implementasi, Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan 
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B A B I  

P E ND AH U L UA N  

A. Latar Belakang Masalah 

  Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1954, antara lain, 

menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-

undang.
1
 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang 

berdasarkan pada otonomi daerah  mengandung pengertian bahwa hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi 

daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah 

otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
2
 

                                                             
1
Deddy Supriady Bratakusuah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1. 
2
Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa 

Media, 2017), h. 52-53. 
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Penyelengaraan pemerintahan di daerah Indonesia sendiri terdiri dari 

beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas 

beberapa daerah kabupaten atau kota, kemudian di tiap daerah kabupaten atau 

kota tersebut terdapat suatu satuan pemerintahan terendah yang disebut desa 

dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan 

pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.
3
 

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni : ”Pemerintahan desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga 

Kemasyarakatan. Undang-Undang Desa telah mengatur mengenai Lembaga 

Kemasyarakat Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam 

melaksanakan penyelenggaran desa.
4
 

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “jenis LKD paling 

sedikit meliputi: 

a. Rukun Tetangga; 

b. Rukun Warga; 

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 

d. Karang Taruna; 

e. Pos Layanan Terpadu; 

                                                             
3
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 1. 
4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2). 
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f. Lembaga Pemerdayaan Masyarakat.
5
 

Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan 

berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia, 

lembaga kemasyarakatan ini terbagi dalam beberapa tipe, adapun menurut 

Gillin tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari: 

1. Crescive institutions merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja 

tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan. 

2. Enacted institutions merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk 

untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga 

perdagangan. 

3. Basic institutions merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat 

penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam 

masyarakat, seperti keluarga dan sekolah. 

4. Unsanctioned institutions merupakan kelompok yang ditolak oleh 

masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.
6
 

Rukun Tetangga tergolong dalam Enacted institutions, dimana dibentuk 

untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi 

masyarakat. Rukun Tetangga merupakan organisasi paling bahwa dan paling 

dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang 

                                                             
5
Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6 Ayat (1). 
6
Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 186-187. 
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dihadapi masyarakat di lingkungannya.
7
 Walaupun Rukun Tetangga 

merupakan administratif pemerintahan terendah, tetapi bukan bagian dari 

pembagian administarasi pemerintahan.  

Setiap RT dipimpin oleh ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga 

yang disahkan Desa atau Kelurahan. Meskipun bukan dari pembagian 

adminstrasi pemerintahan, tetapi keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh 

pemerintah. Dengan adanya RT diharapkan nilai-nilai kehidupan bernegara 

dapat terpelihara dan lestari. Berdasarkan asas gotong royong dan 

kekeluargaan, keberadaan RT juga diharapkan dapat membantu kelancaran 

tugas Pemerintah, dalam meningkatkan pembangunan bangsa, kemasyarakatan 

di tingkat Desa atau Kelurahan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan 

dan kemajuan bangsa dapat terwujud secara menyeluruh.
8
 

Kepemimpinan Ketua RT dalam mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan 

dalam kemasyarakatan sangat diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Ketua RT dalam 

hal ini memberikan masukan serta memberikan jalan keluar yang terbaik 

dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan Rukun Tetangga adalah 

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam 

rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

                                                             
7
Ananda Istiqomah, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan 

Pengurusan RT Dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi Di Kecamatan Karanggeng Kabupaten 

Lamongan, Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 5. 
8
Rohmat Kurnia, Panduan RT dan RW, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019), h. 3-4.  
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lurah.
9
 Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu lurah dalam 

penyelenggaran urusan pemerintah. Fungsi Rukun Tetangga diatur dalam Pasal 

12 Tahun 2017 yaitu: 

1. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 

2. Menjebatani dan mengkordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah RT; 

3. Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, 

dan pembangunan di wilayah RT; 

4. Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan 

kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan 

ketentraman dan ketertiban; 

5. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan 

pelaksanakan pembangunan di wilayah RT; 

6. Menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang 

menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT; 

7. Mengali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di 

wilayah RT; dan 

8. Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat di wilayah kerja RT. 

Dengan adanya fungsi RT yang telah di jelaskan dalam Pasal 12 diatas 

maka pengurus RT memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi tersebut. 

                                                             
9
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan. 
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Tetapi dalam kenyataan di lapangan fungsi RT yang ada di Kelurahan Koto 

Lalang belum sepenuhnya terlaksananya fungsi yang tertulis di dalam 

Peraturan Daerah Kota Padang tersebut.  

Berikut ini merupakan struktur Kelurahan Koto Lalang Sumatera 

Barat : 

 

FUNGSIONAL UMUM 

 

Berdasarkan hasil data rekapan pendataan nama pejabat Ketua RW dan 

Ketua RT yang berjabat di Kelurahan Koto Lalang Tahun 2022 bisa dilihat 

tabel berikut : 

Tabel II.1 

Kumpulan Nama Ketua RW dan Ketua RT yang berjabat di kelurahan  

Koto Lalang 

NO NAMA JABATAN 

1 Syafrijun Ketua RW I 

2 Thamrin Ketua RT 001  

3 Ermawati Ketua RT 002  

HARTATI. SN, S.Sos 

LURAH 

ANDRI YUSRIZAL. S.Ip 

KASI TATA 
PEMERINTAHAN 

IDRIS. S.Sos 

KASI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT dan 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

GUSRI ANDI N PUTRA. ST 

KASI KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN UMUM, 

dan PERIZINAN 

ELIZAR. S.Sos 

SEKRETARIS 
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4 Erni Yusnita Ketua RT 003  

5 Nurmayeti Ketua RW II 

6 Syahrial Ketua RT 001  

7 Zulkifli Ketua RT 002  

8 Afrizon Ketua RT 003  

9 Ali Al Chandra Ketua RT 004  

10 Ajisril Ahmad, S.Ag Ketua RW III 

11 Jayus Karnedi Ketua RT 001  

12 Tina Melinda Ketua RT 002  

13 Nofriadi Ketua RT 003  

14 Rosdianto Ketua RT 004  

15 Afrizal Ketua RW IV 

16 Eva Warni Ketua RT 001  

17 Dafrianto Ketua RT 002  

18 Yuni Armayetis Ketua RT 003  

19 Dahli Sardi, ST Ketua RT 004 

20 Edri Ketua RW V  

21 Deswandi, S.Sn Ketua RT 001 

22 Zulmaidi Ketua RT 002 

23 Syafri Imran Ketua RT 003 

24 Syafrifuddin Ketua RT 004 

25 Kamilus Ketua RW VI 
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26 Ridwan, SE Ketua RT 001 

27 Erwan Yakub Ketua RT 002 

28 Jamilus Ketua RT 003 

29 Mahadi, S.Pdi Ketua RW VII 

30 Afrizil Ketua RT 001 

31 M. Yusuf Ketua RT 002 

32 Almukri Ketua RT 003 

33 M. Dinul Akbar Ketua RT 004 

34 Dr. Yuhefizar,S.Kom.M.Kom Ketua RW VIII 

35 Azwarman  Ketua RT 001 

36 Herman  Ketua RT 002 

37 Syahrial  Ketua RT 003 

38 Radianto  Ketua RW IX 

39 Gusmanila  Ketua RT 001 

40 Musnimartati  Ketua RT 002 

41 Chandra Fauzi  Ketua RT 003 

42 Juswandi Ketua RT 004 

    Sumber : Kantor Kelurahan Koto Lalang, 2022 

Dalam wawancara penulis dengan salah satu Ketua Rukun Warga (RW) di 

daerah Kelurahan Koto Lalang yang menyebutkan bahwa: ada beberapa Ketua 

RT di Kelurahan Koto Lalang melaksanakan fungsi yang sudah di tetapkan 

Pemerintahan Kota Padang. Tetapi ada sebagian Ketua RT kurang memahami 
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isi fungsi Peraturan Daerah Kota Padang, sehingga banyak terjadi masalah 

yang ada di sekitar RT  tersebut.
10

  

Lalu penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga RT 01 RW 

07 Koto Lalang, beliau mengatakan bahwa: salah satu bentuk pelayanan yang 

diberikan oleh Ketua RT 01 RW 07 Koto Lalang yaitu surat pengantar untuk 

administrasi kependudukan yang di butuhkan oleh masyarakat setempat. 

Sedangkan pelayanan tentang keamanan belum terpenuhi.
11

  

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu RT 4 RW 07, 

beliau mengatakan bahwa: menurut beliau Peraturan Daerah Koto Padang 

yang terkait dengan fungsi RT tersebut beliau sudah menjalankan sesuai 

perintah dari kelurahan. Tetapi di dalam masyarakat ada sebagian tidak paham 

itu tentang aturan. Salah satu yang sering terjadi tentang wajib lapor 1x24 jam. 

Dimana pernah terjadi seseorang yang tinggal serumah tapi tidak ada ikatan 

perkawinan.”
12

 

Dalam Peraturan Daerah diatas sudah menjelaskan bahwanya fungsi RT 

tidak hanya sebatas membuat surat pengantar administrasi kependudukan saja. 

walaupun posisi RT hanya di pandang sebelah mata tetapi keberadan RT 

disebut sebagai ujung tombak didalam pemerintahan terkecil.  

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan  

pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisator peningkatan  

                                                             
10

Mahadi, S.Pdi, Ketua RW 07 Kelurahan Koto Lalang, Wawancara, Padang, 17 Mei 

2022. 
11

Yetti Sasni, S.Pd, Warga RT 01 RW 07 Kelurahan Koto Lalang, Wawancara, Padang, 

18 Mei 2022. 
12

M. Dinul Akbar, Ketua RT 04 RW 07 Kelurahan Koto Lalang, Wawancara, Padang, 18 

Mei 2022. 
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partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan,  

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan  

lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan  

harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun  

sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif. 

Adanya permasalahan diatas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih 

lanjut terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul IMPLEMENTASI 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka itu penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan 

Koto Lalang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 

2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang? 
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2. Apa faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk 

melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota 

Padang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto 

Lalang. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan 

Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Perda 

Kota Padang. 

2. Manfaat 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah : 

a. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
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Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait Fungsi Ketua RT di 

Kelurahan Koto Lalang. 

c. Manfaat secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran 

dan penambahan wawasan mengenai implementasi Peraturan Kota 

Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan terkait fungsi Ketua RT di Kekurahan Koto Lalang. 
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B A B I I  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

1. Pengertian Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Governance menurut Ganie Rochman adalah mekanisme pengelolaan  

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara 

dan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.  

Menurut Pinto Widodo, governance adalah praktik penyelenggaraan 

kekuasan dan kewenangan oleh pemerintahan dalam pengelolaan urusan 

pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.  

LAND mendefinisikan governance adalah sebagai proses 

penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan publik good and 

service. Bintoro Tjokroamidjojo governance adalah memerintah, 

menguasai, mengurusi, mengelola. 

Kesimpulan pengertian governance disamping berarti kepemerintahan, 

juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, 

penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.
13

 

Menurut AKIP bahwa proses penyelenggaraan kekuasaan negara 

dalam menyediakan publik and service disebut governance (pemerintah 

atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good 

governance (kepemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan 

yaitu; koordinasi yang baik dan intergrasi, profesionalisme serta Etos 

                                                             
13

Harbani Pasolong, Teori Adminitrasi Publik, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 244-246.. 
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Kerja dan Moral yang tinggi. Mewujudkan pemerintah yang baik 

diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat). 

Sedangkan Wujud Kepemerintahan yang baik (Good Governance) adalah 

Penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab dan efektif 

dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara 

domain-domain Negara. 
14

 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good 

governance sebagai “ kepemerintahan yang mengemban akan dan 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat”.
15

 

2. Syarat-Syarat Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Dalam dokumen united nation development programe (UNDP) lebih 

jauh menyebutkan syarat good governance yaitu : 

1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif 

dan adil; 

2) Menjamin adanya supremasi hukum; 

3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsesus masyarakat; 

                                                             
14

Ibid., 246-247. 
15

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Good Governance. 
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4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lembah 

dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber 

daya pembangunan.
16

 

3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan 

keterlibatkan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang 

Negara. 

Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius 

dalam wacana pengembangan paradigma biorkrasi dan pembangunan 

kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance 

adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan 

keseimbangan bagi para stakeholder dalam memenuhi kepentingannya 

masing-masing. Maka dapat diperjelaskan bahwa untuk mencapai good 

governance yang baik maka perlu : 

1) Partisipasi Masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan 

sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh 

dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan 

pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif; 
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Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung : Yayasan 

Obor Indonesia, 2003), h. 3. 
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2) Tegaknya Supremasi Hukum 

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 

termasuk didalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia; 

3) Transparansi 

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau; 

4) Peduli pasa Stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan; 

5) Berorientasi pada Konsensus 

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan 

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan 

yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan 

dan prosedur; 

6) Kesetaraan  

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka; 

7) Efektifitas dan Efisiensi 

Proses-proses pemerintahan lembaga-lembaga membuahkan hasil 

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan 

sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin; 
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8) Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan pemerintah, sektor swasta dan organisasi-

organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat 

maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang 

bersangkutan; 

9) Visi Strategis 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

jatuh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki 

pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang 

menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 

B. Kajian Tentang Pemerintahan Desa 

1. Pengertian Pemerintahan Desa 

Secara etimologi desa berasal dari sebuah bahasa sansekerta yaitu 

deca. Deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang 

memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala 

desa).
17

 

Menurut H. A. W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 

                                                             
17

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan : Bitra Indonesia, 2013), h. 2. 
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bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan  desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat.
18

 

Sedangkan pemerintah mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari 

pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintan dilaksanakan 

oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai sebuah unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, 

pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi 

rakayat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena memiliki sifat hakikat 

negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.
19

 

2. Hak/Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa 

1) Desa berhak : 

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 

hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat 

desa; 

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 

c. Mendapatkan sumber pendapatan. 

 

                                                             
18

HAW Widjaja, Pemerintahan Desa, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3. 
19

Sugiman, Pemerintahan Desa, Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No 1, Juli 2008, h. 83. 
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2) Desa berkewajiban : 

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan 

masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. 

3) Masyarakat desa berhak : 

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, 

pelasanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, danpemberdayaan masyarakat desa; 

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis 

secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa; 

d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi : 

1) Kepala desa; 

2) Perangkat desa; 

3) Anggota lembaga kemasyarakan desa; 

4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa. 

e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan 

ketentraman dan ketertiban di desa. 
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4) Masyarakat desa berkewajiban : 

a. Membangun diri dan memilihara lingkungan desa; 

b. Mendorong terciptanyakegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembanguan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang 

baik; 

c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan 

tentram di desa; 

d. Memilihara dan mengembangkan niali permusyawaratan, 

permufakatan, kekeluargaan, dan bergotong-royong di desa; 

e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
20

 

C. Kajian Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

1. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi 

dalam masyarakat, sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
21

 Hal ini sejalan dengan isi dari 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 94 yang 

menjelaskan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sebagai 

berikut : 
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Ibid.,  h. 89. 
21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. 
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a) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang 

ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut; 

b) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai 

mitra pemerintah desa; 

c) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas melakukan 

pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat desa; 

d) Melakukan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 

lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan 

lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa tersebut.
22

 

2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dapat dibentuk oleh 

pemerrintahan desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai 

berikut : 

a) Rukun Tetangga (RT); 

b) Rukun Warga (RW); 

c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 

                                                             
22

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 94. 
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d) Karang Taruna; 

e) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 

f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Menurut Soemantri menjelaskan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(LKD) adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan masyarakat desa.  

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu : 

a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 

b) Melaksanakan, mengendalikan,  memanfaatkan, memelihara dan 

mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 

c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan 

swadaya masyarakat setempat; 

d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 

pemerdayaan masyarakat. 

Sedangkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu : 

a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat terhadap 

pembangunan; 

b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 

dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah terhadap 

Masyarakat; 
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d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan 

pengembanganhasil-hasil pembangunan secara merata; 

e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan 

swadaya gotong royong masyarakat; 

f) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 

g) Pemberdayaan hak politik masyarakat. 

Sedangkan menurut  Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai 3 tugas berikut : 

a) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 

b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 

mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa; 

c) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa. 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai fungsi berikut : 

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 

b)  menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 

c)  meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa 

terhadap masyarakat desa; 

d) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 

e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 

f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;  

g) Meningkatkan sumber daya manusia. 
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4. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Menurut Koentjaningrat, tujuan dari pembentukan suatu lembaga 

kemsyarakatan ialah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong 

royong dan kekeluargaan yang merupakan sendi-sendi utama dalam 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
23

 

5. Pembagian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 

Lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri dari 2 yaitu : 

1) lembaga formal; 

Lembaga masyarakat yang bersifat formal adalah lembaga yang 

didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh 

pemerintah (pusat, daerah, dan desa). 

2) nonformal.  

lembaga nonformal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, 

berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, 

dan pembiayaan atau dananya dipoleh melalui hasil swadaya 

masyarakat bersangkutan.
24

 

D. Kajian Tentang Rukun Tetangga (RT) 

1. Sejarah Rukun Tetangga 

Rukun Tetangga yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat 

tidak asing ditelinga kita. Rukun Tetangga atau sering disebut RT sudah 

ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada. Masa 

penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilaah  Tonarigumi. 
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Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), h. 61. 
24

Hanif Nurcholis, Op. Cit., h. 148. 
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Jika RT yang kita kenal sekarang dibentuk dengan berbasiskan kesadaran 

dan gotong royong, Tonarigumi dibentuk dengan tujuan mengetatkan 

pengendalian militer Jepang terhadap penduduk pribumi. Dengan begitu, 

Jepang mendapatkan kontrol penuh terhadap masyarakat Indonesia. 

Mereka dapat dengan mudah mengetahui jika ada yang membelot atau 

melakukan pemberontakan.  

Sistem RT dan RW ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta 

pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia 

merdeka, sistem RT dan RW disebarkan ke seluruh Indonesia dan sampai 

sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan 

kelurahan di kota atau pemerintahan desa.
25

 

2. Pengertian Rukun Tetangga (RT) 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan bahwa Rukun Tetangga (RT) 

adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat 

dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan 

oleh lurah. 

Rukun Tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui 

dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai 

kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan 

                                                             
25

Arnelly, Implementasi Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 12 

Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi (Pekanbaru: 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 2.  
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kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
26

 

3. Syarat Menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT) 

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c) Berperilakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh 

pengabdian terhadap masyarakat; 

d) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau pernah 

menikah bagi laki-laki dan paling rendah umur 19 tahun atau sudah 

menikah bagi perempuan pada saat pencalonan; 

e) Warga kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT 

tersebut, terdaftar pada Kaartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda 

Penduduk setempat; 

f) Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat; 

g) Sehat jasmani dan rohani 

h) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya 

memperdayakan masyarakat; 

i) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; 

j) Bukan pejabat kelurahan setempat; 

k) Tidak menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di 

Kelurahan; 

                                                             
26

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga, Diakses pada 17 Mei 2022 pukul 

21.00. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga
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l) Bukan anggota partai. 

4. Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 

Rukun tetanga (RT) merupakan salah satu termasuk jenis Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa LKD terdiri dari : 

a) Ketua 

b) Sekretaris 

c) Bendahara 

d) Bidang-bidang sesuai kebutuhan 

Susunan Organisasi Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
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Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari : 

a) Kepala Kelurahan sebagai ketua 

b) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris  

c) Beberapa orang anggota yang dibentuk oleh ketua, bila dipandang 

perlu 

d) Hasil pemilihan pengurus  

5. Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) 

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijelaskan pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Pasal 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; 

b) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan 

perizinan;  

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pengurus RT mempunyai tugas 

membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengeurus 

RT dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi yaitu : 

a) Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 

b) Menjebatani dan mengkordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah 

RT; 
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c) Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, 

kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT; 

d) Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan 

kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan 

ketentraman dan ketertiban; 

e) Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan 

pelaksanakan pembangunan di wilayah RT; 

f) Menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang 

menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT; 

g) Mengali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis 

masyarakat di wilayah RT;  

h) Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat di wilayah kerja RT. 

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang 

dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan kelurahan. 

Dalam aturan tersebut biasanya membuat kewajiban-kewajiban warga 

menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan 

yang tertulis terdapat di RT antara lain : setiap kepala keluarga wajib 

memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan 

diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri 

kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 Tahun wajib memiliki 

KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri 
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kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah 

disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan 

sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, 

kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. 

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut 

dengan norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma 

adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. 

Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi 

melayat bila ada warga yang meninggal dunia, setiap warga wajib datang 

pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu 

norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi 

bahan pembicaran orang lain.
27

 

E. Kajian Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan istilah yang hampir 

mirip tetapi memiliki esensi makna dan pengertian yang sangat jelas 

berbeda. Pemimpin lebih menunjukan pada subyek (pelaku) sementara 

kepemimpinan lebih merujuk kepada proses atau karakter. Pemimpin 

adalah orang yang berdiri di depan dan memiliki pengaruh tertentu 

sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang 

dikehendakinya atau yang diinginkan oleh sebuah lembaga atau 

organisasi. Sementara itu, kepemimpinan merupakan sebuah konsep yang 
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Merwy Rande Layuk, Kepemimpinan Ketua RT, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volome 1, 

Nomor 1, Tahun 2001, h. 166. 
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memiliki defenisi yang sangat beragam. Kepemimpinan diwujudkan 

melalui gaya kerja (opersting style) atau cara bekerjasama dengan orang 

secara konsisten melalui apa yang dikatakannya (bahasa) dan apa yang 

diperbuatnya (Tindakan), seseorang membantu orang lain untuk 

memperoleh hasil dan diinginkannya.
28

 

Kepemimpinan dalam Islam pada hakekatnya adalah berkhidmat 

atau menjadi pelayan umat. Kepemimpinan yang asalnya adalah hak Allah 

diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Juga bukan karena 

ridhaNya, tidak ada seorangpun yang mendapatkan amanah 

kepemimpinan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu setiap amanah 

kepemimpinan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. 

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah setiap manusia yang 

sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi 

oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi yang bertugas 

merealisasikan misi sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.
29

 Seperti 

firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 30. 

Artinya :  

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. 

musbumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : “Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.  

                                                             
28

Moch Fakhruroji, Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam, (Bandung: 

Arkadia, 2019), h. 9-10. 
29

Iskandar Syukur, Kriteria pemimpin Teladan Dalam Islam, (Lampung: LP2M, 2015), h. 

16.  



32 
 

 

Mustafa al-Maraghi, mengatakan khalifah adalah wakil Tuhan di 

muka bumi. Rasyid Ridla al-Manar, menyatakan khalifah adalah sosok 

manusia yang telah dibekali kelebihan akal, pikiran dan pengetahuan 

untuk mengatur. Perkataan khalifah ini, mulai popular digunakan setelah 

Rasulullah SAW. wafat. Dalam istilah lain, kepemimpinan juga 

terkandung dalam pengertian “Imam”, yang artinya pemuka agama dan 

pemimpin spiritual yang ditaati dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga 

istilah “amir”, pemimpin yang memiliki kekuassan dan kewenangan dalam 

mengatur masyarakat. Dikenal pula istilah “ulil amir” (jamaknya umara) 

yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa’ 59 : 

تُمأ فِ  كُمأ ۖ فَإنِأ تَنَازَعأ رِ مِنأ َمأ سُولَ وَأوُليِ الْأ َ وَأَطِيعُوا الرَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ ِ يَا أَيُّ وهُ إلِىَ اللََّّ ءٍ فَرُدُّ ي شَيأ

سَنُ  رٌ وَأَحأ لكَِ خَيأ خِرِ ۚ ذََٰ مِ الْأ ِ وَالأيَوأ مِنُونَ بِاللََّّ تُمأ تُؤأ سُولِ إنِأ كُنأ تَأأوِيلً  وَالرَّ  

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nabi Muhammad),serta  ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baiknya akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. 

Yang bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, 

pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpukan umat. Dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam secara mutlak bersumber dari 

Allah Swt. yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardli. Maka 

dalam kaitan ini, dimensi kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang 

memimpin (umara) dengan yang dipimpin harus sama-sama 
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mempertanggungjawabkan amanah yang sebagai seorang khalifah Allah, 

secara komprohensif. 

2. Indikator Kepemimpinan Dalam Islam 

Pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional dan memiliki 

sikap tanggungjawab. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan 

untuk memanage persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang 

jelas, bagaimana memimpin dan memanage negara atau organisasi secara 

berstruktur, sehingga ada prioritas tertentu, yang perlu ditangani terlebih 

dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara. Seorang pemimpin harus 

mempunyai keberaniaan dan kekuatan. Pemimpin harus mempunyai 

keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Kepemimpinan dalam Islam memiliki beberapa prinsip antara lain 

prinsip tauhid, asy-syura (musyawarah), al-„adalah (keadilan), al 

burriyyah ma‟a mas‟uliyyah (kebebasan disertai tanggung jawab), 

kepastian hukum, jaminan haq al-ibad. Pemimpin Islam yang ideal harus 

memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a. Jujur, sebab tanpa kejujuran akan terjadi penyalanggunaan wewenang 

dan jabatan, manipulasi terhadap rakyat atau anggoto-anggota yang 

dipimpinnya. 

Rasulullah saw bersabda : 

“Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. 

Sesungguhnya kebaikan menunjukan surga. Sesungguhnya orang itu 
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hendaknya berlaku jujur sehingga menjadi siddiq (memiliki sifat 

jujur). Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan. 

Sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka. 

Sesungguhnya orang yang terus menerus berlaku dusta bohong 

sehingga Allah mencatatnya sebagai pendusta”. 

b. Amanah (dapat dipercaya). Dengan amanah maka akan terhindar 

Tindakan kolusi, korupsi dan manipulasi. Allah SWT menegaskan 

dalam QS. Al-mukminun 8 : 

ىىَ  اعُ نْ رَ هِ دِ هْ عَ نْ وَ هِ تِ ا َ ً ا هَ َ لِِ نْ  ُ ييَ ه ذِ َّ ل ا  وَ

Artinya : 

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya”. 

c. Cerdas (fathonah). Pemimpin yang cerdas akan dapat mengambil 

inisiatif secara cermat, tepat dan cepat, ketika menghadapi problem-

problem yang ada dalam kepemimpinannya. 

d. Adil, sebab jika pemimpin tidak adil maka akan memunculkan 

kecemburuan masyarakat yang memicu kecemburuan masyarakat yang 

dapat memicu kerawanan social, konflik dan ketegangan dalam 

masyarakat. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat 

membawa rakyatnya menjadi sejahtera dalam keadilan dan adil dalam 

kemakmuran. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Maidah 8 :  

  ً ِ شُهدََاءَ بِالْقسِْطِ ۖ وَلََ يجَْزِهٌََّكُنْ شٌَآَىُ قىَْمٍ عَلَ اهِييَ لِِلَّّ دِلىُا   اعْدِلىُا هىَُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِييَ آهٌَىُا كُىًىُا قىََّ ْْ  ألَََّ تَ

وَلىُىَ  ْْ َ خَبيِزٌ بِوَا تَ َ   إِىَّ اللََّّ  أقَْزَبُ للِتَّقْىَي  ۖ وَاتَّقىُا اللََّّ

Artinya : 
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

e. Bijaksana dan mempunyai sikap tanggungjawab. Kebijakan-kebijakan 

ataupun keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus benar-

benar bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, secara moral 

maupun secara formal. 

f. Terbuka (bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain). 

g. Keikhlan. Berbuat dan beramal dengan ikhlas merupakan hal yang 

sangat penting dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal 

perbuatan dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal 

perbuatan dalam pandangan Allah akan sia-sia. Keikhlasan disini tetap 

dalam pengertian melaksanakan amanah kepemimpinan yang sebaik-

baiknya.
30

 

F. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu 

yang bermanfaat bagi penulis dalam membuat penelitian ini, berikut penelitian 

terdahulu yang sudah penulis uraikan : 

1. M. Wawan Dermawan (2017), “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada 

Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, kecamatan 

Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”. Dalam penelitian 
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Abdul Hakim, kepemimpinan Islam, (Semarang : Sultan Agung Press, 2007), h. 70. 
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ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang fungsi 

Ketua RT di dalam kelurahan dengan menggunakan metode kualitatif. 

Sementara letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam penelitian 

ini menjelaskan fungsi keseluruhan Ketua RT di dalam masyarakat 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Sedangkan penelitian terdahulu 

membahas tentang fungsi dan peran Pejabat RT pada kelurahan dalam 

pembangunan di Kelurahan Karunrung, kecamatan Rappocini, kota 

makasar. 

2. Wiri Siptimun (2019), “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga 

Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)”, dalam penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang fungsi Ketua RT di 

dalam masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara 

letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini 

menjelaskan peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT dilihat 

berdasarkan Fiqih Siyasah dalam hal ini Siyasah Dusturiyah. 

3. Ema, Trisia (2020), Penelitiannya “Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai 

Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Kabupaten 

Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan Di Desa Anak Talang”. Dalam penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan fungsi 
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Ketua RT di dalam masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif. 

Sementara itu letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam 

penelitian ini menjelaskan fungsi keseluruhan Ketua RT di dalam 

masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Sedangkan penelitian 

terdahulu membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai 

Pembuat Gagasan Pembangunan. 
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B A B I I I  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian 

hukum sosiologis tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang 

otonom, tetapi sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-

variabel soaial lainnya.
31

 Jenis penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologi 

hukum yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. 

Lalu untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, 

dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi 

temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 

Oleh sebab itu tidak memuaskan jika mempelajari hukum hanya melalui 

serangkaian peraturan perundang-undangan saja (law in books), diperlukan 

kajian bagaimana hukum dalam praktek (law in action), karena hukum dalam 

peraturan perundang-undangan (das sollen) boleh jadi tidak sama dengan 

hukum dalam praktek (das sein). 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu 

menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang 

diperoleh kemudian dianalisa. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan 

                                                             
31

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 133.  
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kemudian di kelola data tersebut dengan rangkaian kalimat yang rinci dan 

jelas.  

B. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian 

ini dilakukan di beberapa Ketua RT Koto Lalang dan Kelurahan Koto Lalang 

Kota Padang. Alasan menetapkan lokasi tersebut karena adanya masalah 

mengenai belum terlaksananya Peraturan Daerah Kota Padang tentang fungsi 

Ketua RT. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua RT Koto Lalang di Kelurahan 

Koto Lalang Kota Padang. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Kota Padang 

Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi RT.  

D. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder : 

1. Data Primer  

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. 

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden, wawancara dan angket yang berkenaan dengan yang 

diteliti.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh dengan membaca buku-buku, 

peraturan undang-undang yang erat kaitannya dengan masalah yang 

sedang diteliti.
32

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud 

dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan 

tetapi juga semua objek penelitian yang dapat di teliti. Populasi tak hanya 

meliputi jumlah objek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik 

serta sifat-sifat yang dimiliki objek tersebut.
33

 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut produser tertentu yang dapat mewakili 

populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang di teliti besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi 

karena adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti. 

sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat 

mewakili populasi yang diteliti.
34

 

                                                             
32

Ibid., h. 30. 
33

Sandu Siyanto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 55. 
34

Ibid., h. 56.  
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Tabel IIIII.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

 

No 

 

Responden 

Jumlah  

Persentase Populasi Sampel 

1. Sekretaris Kelurahan 1 1 100% 

2. Pegawai Kelurahan 1 1 100% 

3. RW 9 1 11,11% 

4. RT 33 6 18,18% 

5. Masyarakat (KK) 2295 50 2,18% 

 Jumlah 2339 59  

    Sumber : Data olahan Tahun 2022 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Kelurahan berjumlah 1 

orang, Pegawai Kelurahan berjumlah 1 orang, Ketua RW berjumlah 9 orang, 

Ketua RT berjumlah 33 orang, dan masyarakat (KK) berjumlah 2295 orang.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil 

temuan di tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Dimana peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang 

yakni pewancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang 
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untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

peneliti kepada seseorang responden.
35

 

3. Angket  

Angket yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyususn 

suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket 

ini dibagikan kepada masyarakat sekitar Kelurahan Koto Lalang. 

4. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan 

mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-

undang, dan lain-lain) yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

G. Analisis Data 

Setelah data itu dikumpulkan dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada, data itu tersebut diolah 

serta dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis 

data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu suatu 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempelajari setiap 

keterangan dari narasumber sebagai kesatuan serta data atau bahan yang 

besifat kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji sesuatu permasalahan 

yang terdapat dalam kasus terbatas. Proses analisis data dilakukan melalui 

tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan 

menginterprestasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan 

                                                             
35

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : 

PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23. 
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memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, 

maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelesan 

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Lembaga Kemasyarakan Kelurahan terkait Fungsi Ketua RT Di 

Kelurahan Koto Lalang. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 

 

B A B V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 

9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi 

Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang, serta faktor penghambat bagi Ketua 

RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di 

dalam Peraturan Daerah Kota Padang. Maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT 

di Kelurahan Koto Lalang, berada dalam kategori kurang baik. Karena 

kebanyakan responden dalam penelitian ini kurang menjelaskan 

keadaan Ketua RT di dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam 

menjalankan fungsi sebagai Ketua RT untuk menjalankan 

kebawajibannya. dan kemudian menurut responden yang berasal dari 

masyarakat, Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi 

pembangunan  pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi 

dinamisator peningkatan  partisipasi masyarakat dalam meningkatkan 

pelayanan pemerintahan,  pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat, berperan dalam penataan  lingkungan hidup, menjadi 

fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan  harmonisasi program-
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program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya 

memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif. Meskipun 

dalam pelaksanaan di dilapangan masih banyak terjadi kendala/ 

hambatan untuk melaksanakan fungsi Ketua RT tersebut. 

2. Adapun faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang 

untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah 

Kota Padang, yaitu : 

1) Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang masih banyak tidak 

mengetahui secara rinci isi Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan terkait fungsi Ketua RT. Dengan itu penerapan di 

dalam masyarakat masih tidak berjalan dengan lancar.  

2) Kurangnya partisipasi beberapa Ketua RT dalam menghadiri 

rapat di Kelurahaan Koto Lalang.  

3) Kurangnya informasi dan sosialisai antara Ketua RT dengan 

masyarakat di sekitar Kelurahan Koto Lalang.  

4) Tidak adanya waktu yang banyak Ketua RT didalam 

menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani warganya 

pada saat warganya berurusan secara langsung dengan Ketua 

RT. 

5) Gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

Ketua RT.  
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6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kinerja 

Ketua RT di dalam wilayah kekuasaan RT tersebut. Dan 

menganggap fungsi Ketua RT di dalam masyarakat tersebut 

tidak penting.  

B. Saran 

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi 

pertimbangan kedepannya sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kelurahan Koto Lalang memberikan sosialisasi dan 

informasi terkait fungsi Ketua RT di dalam masyarakat sekitar 

Kelurahan Koto Lalang. Sehingga Ketua RT mengetahui tugas dan 

fungsinya dalam masyarakat tersebut. 

2. Diharapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat lebih baik lagi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam lingkungan masyarakatnya. 

3. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Koto Lalang lebih 

memahami fungsi Ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Koto 

Lalang. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN  

KELURAHAN KOTO LALANG 

1. Berapa jumlah RW di Kelurahan Koto Lalang? 

2. Berapa jumlah RT di kelurahan Koto Lalang? 

3. Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Koto Lalang? 

4. Berapa jumlah Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Koto Lalang? 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang sudah 

menjalankan tugas dan fungsinya? 

6. Apakah di Kelurahan Koto Lalang melakukan pertemuan dengan Ketua RT 

sekitar Kelurahan Koto Lalang? 

7. Berapa kali adanya pertemuan Ketua RT dengan Kelurahan Koto Lalang? 

8. Apakah Ketua RT menyampaikan program-program pemerintah kepada 

masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA RT 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Ketua RT? 

2. Berapa lama masa jabatan seseorang Ketua RT pada umumnya? 

3. Apa visi dan misi Bapak/Ibu menjadi Ketua RT? 

4. Adakah kegiatan rutin atau secara berkala yang Bapak/Ibu lakukan bersama 

warga? 

5. Apakah saja program Bapak/Ibu yang berkaitan dalam hal untuk menjaga 

kerukunan? 

6. Apakah Bapak/Ibu membantu warga dalam mengurus administrasi 

pemerintahan seperti KTP, KK, surat keterangan miskin, surat pengantar di 

kelurahan dan lain-lainnya? 

7. Apakah Bapak/Ibu melakukan pendataan kependudukan?  

8. Adakah konflik atau perselisihan yang terjadi pada warga di sekitar? 

9. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi konflik atau perselisihan tersebut? 

10. Apakah warga Bapak/Ibu melapor kepada anda apabila ada warga bukan 

penduduk yang tinggal di daerah anda? 

11. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga keamanan warga di wilayah RT tersebut? 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR PENGISIAN ANGKET 

A. Kata Pengantar  

Pertanyaan yang digunakan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh 

data tentang “Impelentasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT 

Di Kelurahan Koto Lalang”. 

B. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berikan tanda (V) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian. 

3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini. 

C. Identitas Mahasiswa 

Nama : Yuniarti 

NIM : 11727202069 

D. Identitas Responden 

Nama : 

Alamat :  

Umur : 

E. Pertanyaan  

 

 

 



 
 

 

 

NO PERTANYAAN YA TIDAK 

1 Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu RT?   

2 Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi Ketua 

RT? 

  

3 Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa fungsi 

Ketua RT diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan? 

  

4 Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa 

mengurus administrasi di kelurahan harus 

memiliki surat pengantar dari Ketua RT 

setempat? 

  

5 Apakah Ketua RT membantu Bapak/Ibu 

dalam mengurus administrasi pemerintahan 

seperti KTP, KK, dll? 

  

6 Apakah Ketua RT melakukan pendataan 

kependudukan? 

  

7 Apakah Ketua RT menjaga keamanan, 

ketertiban dan kerukunan hidup antar 

warganya? 

  

8 Apakah Ketua RT menerapkan aturan tamu   



 
 

 

wajib lapor 1x24 jam dan apakah Ketua RT 

memberikan fasilitas pos keamanan di dalam 

masyarakat? 

9 Apakah Ketua RT membantu sosialisasi 

program-program Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat setempat? 

  

10 Apakah Ketua RT menyalurkan bantuan dari 

pemerintah kepada masyarakatnya? 

  

11 Apakah Ketua RT menampung dan 

mengusulkan aspirasi warga dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

di wilayah RT? 

  

12 Apakah Ketua RT menanggapi masalah yang 

ada di masyarakat tersebut? 

  

13 Apakah Bapak/Ibu sulit untuk menemui 

Ketua RT setempat di karenakan Ketua RT 

tidak berada di kediamnya? 
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